
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN ['MT'M
KABUPATEN ROKAIT HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILITIAN TIMUM I{ABT'PATEIT ROXAN HILIR
NoMoR : 45 / HK. 03. 1 -Kpt I | 4O7 I KPv -t<ab I x | 20 19

TEI{TAXG
JTIMLAH MINIMAL DIIKT'ITGAN PASANGAIT CAION PERSEORAITGAI{ DA.IT

PERSEBARATY*""ffirrr#r'jHriTflIlDA*w*rrlBUPArr

TAHT'I{ 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABT'PATEN ROKAN HILIR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanalan ketentuan Pasal 41

ayat {21 Undang-Undang Nomor lO Tahun 2O16 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8,

1O dan 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2Ol7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sslagaimans yang

dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tentang

Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan dan Persebarannya dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2O2O;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181); Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun

1999 (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor lO7, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undangubah, terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah

Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1955);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

ls86);
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

948/PL.O2.l-Kpt/OL/Vl20l9 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 860/PL.O2.l-KptlOlllV l20l9 Tentang

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar

Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan

Umum Tahun 2019;

7. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rokan

Hilir Nomor : 28. I / HK.O3 .l -Kpt / O2 / Kab I lV / 20 19 tentang

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga

Perubahan Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rokan

Hilir Nomor : 39/HK.O3. 1 -Kpt I 02 / Kab I X I 2Ol9 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan

Hilir Nomor : 44/HK.O3.l-Kpt/l<a,blX/2019 tentang

Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun

2019 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Pujud;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun

2019 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Bagan

Sinembah.



Memperhatikan 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 13a.2/2223lBAK Tanggal l8 April 2Ol9

Perihal Kode Wilayah 3 (tiga) Kecamatan di

Kabupaten Rokan Hilir;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor :

I 9 I 7/ PI.O 1.9-SD/06/ KPU/ lX I 20 19 Perihal Tahapan

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor :

19321P1.O1.9-SD/O6/KPU/Ix/2019 Perihal Ralat

Surat Ketua KPU Nomor : l9l7 /Pl.Ol.9-
SD/06/ KPU /X I 2Ol9 Tahapan Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020.

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 2096 / PL.O2.4-SD/O I /KPU I X I 2Ol9 tanggal

22 Oktober 2Ol9 perihal Pedoman Jumiah Pemilih

dalam Daftar Pemilih Tetap dan Sebarannya yang

menjadi syarat penentuan batas minimum

Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan

Penambahan Informasi pada Formulir BI.KWK

Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah

Serentak 2020.

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 2l 19 / PL.O2. 1-SD/0 I /KPU I X I 2OL9 tanggal

25 Oktober 2019 perihal Perbaikan lampiran surat

KPU Nomor : 2O96/PL.O2.4-SD/Ol/KPU lX/2O19
tanggal 22 Olnober 2Ol9;'

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hilir Nomor ; 61/HK.O3.1-

BA/ 14O7/KPU-KAB/X/2019 Tanggal 26 Oktober

2Ol9 tentang Penetapan Jumlah Minimat Dukungan

Pasangan Calon Perseorangan dan Persebarannya

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2O2O;



Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAIT TIMTIM KABT'PATEIT
ROXAIT HILIR TENTAI{G PENETAPAN JTIMLAH MIIYIMAL
DT'KTIITGA.IT PASAITGAI{ CAI,Oil PERSEORAI{GAIT DAN
PERSEBARANITYA DALA}I PEUILIHAN BI'PATI DAN
WAI(IL BI'PATI KABI'PATEI| ROXAIT HILIR TAIITII{ 2O2O;

Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan ketentuan:

l. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam

daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan

terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)

sampai dengan 5O0.OO0 (lima ratus ribu) jiwa, harus

didukung paling sedikit 8,5 o/o (delapan koma lima persen);

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang termuat

dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan terakhir

berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 20/PK.O1-BA/1407/KPU-

KAB/N/2O18 tanegal 11 April 2018 tentang Penetapan

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke tiga Perubahan

adalah 397.875 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu

delapan ratus tujuh puluh lima) jiwa;

3. Dalam hat hasil penghitungan menghasilkan angka

pecahan maka dilakukan pembulatan ke atas;

4. Untuk mendapatkan Jumlah Minimal Dukungan

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

adalah jumlah penduduk yang termuat dalam daftar

pemilih tetap pada pemilu terakhir dikalikan dengan

syarat minimal dukungan dibagi seratus (397.875 x 8,5 :

1OO = 33.819,371;

5. Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2O2O be{umlah 33.820 (tlga puluh

tlga rlbu delapan ratur dua puluhf dukungan yang

dibulatkan ke atas.



KEDUA Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2O2O sebagaimana dikhrm KESATU angka 5

dengan ketentuan :

1. Jumlah minimal dukungan harrs tersebar di lebih dari 50

%" (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di daerah

Kabupaten Rokan Hilir;

2. Jumlah Kecamatan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :

137 Tahun 2Ol7 tzlr:'ggal 27 Desember 2017 tentang Kode

dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah; dan Surat

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

2O96/PL.O2.4-SD/01/KPU lX/2O19 tanegal 22 Oktober

2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam Daftar

Pemilih Tetap dan Sebarannya yang menjadi syarat

penentuan batas minimum Persyaratan Dukungan Calon

Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir

BI.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah

Serentak 2020 be{umlah 15 (lima belas) Kecamatan;

selanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :

I38.2l2223lBAK tanggal 18 April 2019 perihal Kode

Wilayah 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir;

serta Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 2ll9IPL.O2.I-SD/OI/KPU/X/2O19 tanggal 25

Oktober 2Ol9 perihal Perbaikan lampiran surat KPU

Nomor : 2O96/PL.O2.4-SD/01/KPU/X/2O19 tanggal 22

Oktober 2019, Jumlah Kecamatan di Kabupaten Rokan

Hilir be{'umlah 18 (delapan helasl Kecamatan;

3. Jumlah Minimal sebaran dukungan Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2O2O adalah 1O (repuluh)

Kecamatan;



KETIGA

KEEMPAT

Saliaa! Sesuai Dengaa Asliaya
SEKRETARIAT KOUISI PEMILIHAIT I'UIIM

ROXAI{ HILIR
BAGIAIT

1 Dukungan diberikan dalam bentuk Surat Pernyataan

Dukungan dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda

Penduduk Elelrtronik atau Surat Keterangan yang

diterbitlan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Rokan Hilir.

2. Dukungan hanya diberikan kepada satu Pasangan Calon

Perseorangan.

Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan,

apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Ttd

SUPRTYANTO
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